ASAN PELAJAR g
LTA:
SUATU TINJAUAN SINGKAT DAR] PERSPEKT;\F YURIDIS

Shidarta

ABSTRACT

There are many factors why high schoo student

nonlegal matters. Therefore, law cannot overcome the violence only by enacting the rules. As a

dents from doing violence. On the other side, as a repressive
W — is the last remedy (ultimum remedium) in dealing with

prc\-cmive measure, law can avoid the sty
instrument, law — especially criminal |a
this problem.

I. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan pelajar SLTA yang dibicarakan di sini merupakan bagian dari
kenakalan anak (juvenile delinquency). Tema kenakalan anak, seperti yang diangkat kali
ini tentu bukan suatu tema yang baru. Beberapa pertemuan ilmiah dengan tema serupa
telah beberapa kali diadakan. Demikian juga dengan penelitian oleh sejumlah kalangan,
yang hasilnya telah banyak memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait.”

Istilah juvenile dalam tulisan ini diterjemahkan dengan “anak” bukan “remaja”
karena terminologi hukum memang tidak mengenal istilah “remaja”, sekalipun istilah
terakhir ini memang jauh lebih populer untuk menyebutkan para pelajar SLTA yang
rata-rata berusia 15 s.d. 18 tahun.?

*) Tulisan ini adalah perbaikan dari makalah yang perah disampaikan pc:fulils pada S‘»m::l::z;
Tindak Kekerasan Pelajar SLTA, Pencegahan dan Penanggulangannya, dl:‘:e enggambeanl oo
FH Untar dan Kanwil Depdikbud DK1 di Universitas Tarumanagara, Jakarta, 24 November %

**) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. _ .

I) Lihat antara lain penelitian terhadap 24 SLTA di Jffnbotlabck yang msw.any‘:’ Pem:\:'l tle;l:b:t ;:“::i';
tahun 1992, Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam harian Kompas, 14 s.d.
1993, > ; 979 tentan

2) Sebagai salah satu acuan, lihat Pasal 1 Ayat (2) U"d"ng-undmt&.N(:‘bill[l‘::‘:ll:mlcap#i usia 2%
Kesejahteraan Anak, yang menyatakan, bahwa anak adalah seorang b\ l:ll- ——o: % o A
tahun dan belum pernah kawin. Penjelasan pasal itu mencgaskan, I " w:tcm {1:1):ai kemampuan
tidak mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh i memp

untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.
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pcnnuknnn justru mengingatkan kita, belapa
ting untuk didiskusikan terus-meneryg g

han dan penanggulan;

il langkah-fangkah yang fcpat dalem P‘.’";elgamn . d::i: duﬁiga ANganny,
kemudien diant 08 Jdari masyarakal, termasuk dl. alamny harus di o
Pechatien yA8 b&‘“fd' mbut gembira karend bagaimanapun harus diakui, Masalap,
tinggi, kiranya anl ist - Jangsung berkaitan dengan masa depan bangg, Kita,
yang disorott ml mem perhatia“ serius terhadap kenakalan anak sebagai
‘beda dengan perilaku orang dewasa, terhitung baru dimulai seky,
ang be lalu¥ pengadilan pertamd di dun:.la ya]‘]g Khusus mﬁnangani
yang lait. an pada tahun 1899 di Chicago (Illinois), yang
bagian lain di Amerika Serikat. Pada masyarai,,
atia logis sebenarnya telah cukup disadari. Ini terbukt;

kita, perhatl ; rti kejahatan atau pel
dengan istilah delinguency yang secard leksikal berart! £&/ o0 pelanggaran,’
(dalg onteks ni) di masyarakat diterjemahkan dengan kenakalan, Sehingga mengandung

amKon . . : ak- k bi s

konotasi yang lebih netral. Penyimpangan perilaku dari anak-anak biasanya diterim,

oleh masyarakat secara lebih permisif. |

Tulisan ini bermaksud mengungkapkan sejauh mana 'tolera.nsfl dapat diberikan
berkenaan dengan kenakalan anak ini ditinjau dari perspektif ?fundls. Dalam hal in;,
optik yang digunakan adalah sudut padang hukum pidana,. mengmgat' di.llam batas-batas
tertentu kenakalan anak dapat diidentifikasikan sebagai tindakan kriminal.” Sekalipun
demikian, harus pula disepakati sejak awal, bahwa hukum pidana di sini merupakan
ultimum remedium dalam mengatasi masalah kenakalan anak. Apabila ada sarana lain
yang dapat dipakai, tentu senjata pamungkas (hukum pidana) tersebut tidak perlu sampai

digunakan.

Diangkatny® kembali tend ‘im k::"
<alah kenakalan anak ini demikian p
ma:

ang secar

pada masyarakat Barat,

feponicna ¥
dua ratus tahun e
terdakwa anak-anak baru didirik

kemudian diikuti oleh negara-negafa
n demikian secara s0Si0

Sajian tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, akan ditinjau
secara garis besar aspek-aspek yang menimbulkan kenakalan anak di Indonesia,
khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Kedua, secara berturut-turut dibicarakan
tentang pertanggungjawaban pidana, khususnya kriteria usia yang dapat dipidana dalam

3 }‘;‘8'[;“}11‘11 E. Thomnton Jr,, etal., Deflinquency and Justice, 2nd Edition, New York: Random House,
. him, 3,

John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary),
Cet. ke-20, Jakarta: Gramedia, 1992, him. 172,

5} Ruth.S.Cavanmenafsirkan kenakalan i ; aet dan,
bertindaknya alat ata remaja(baca; anak) sebagai perilaku yang dapat mengundang

fain termasuk dapat pencgak hukum olch _karena perilaku tersebut mengganggu hak-hak orang

”mumnyalx iha(a{n;; _membahayakan remaja sendir, orang-orang lain serta masyarakat pads

ke'ahamn'l(‘k. eblh ]-ﬂn‘]m: Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi tentang Kejahatat:
’ ekerasan, Cet. ke-2, Jakartn: Ghalia Indonesia, 1982, him. 55 et seq.

4)
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elsel hukum kita, sclanjutnyy Mengenai jenis.-jenis tindak pidan i
jikenakan terhadap anak-anak tersebut Pidana yang gk depat

) » Serta bapa;
galam bidang. peradilan). Akhimyg, ng Saimana penerapan hukumnya (terutama

da bagi : ,
cnungan kecil. bagian ketiga, aian ditutup dengan suatu

[I. LATAR BELAKANG KENAKALAN ANAK
Apa sesungguhnya yang nelatarbe]

pendeknya, semua faktor ity dapat dijadikan “kambing hitam”

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak dapat diklasifikasikan:
(1) faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya,
(2) faktor-faktor struktural, (3) faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur
penentuan dan perlakuan tindakan anak. Faktor-faktor pertama, misalnya: rumah tangga
yang retak, ditelantarkan orang tua, kekurangan psikologis, pergaulan yang tidak baik.
Faktor-faktor kedua, misalnya: sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan
untuk memperolehnya di suatu negara, atau dalam proses perubahan sosial sebagai
akibat kemajuan industri, urbanisasi, teknologi. Faktor-faktor ketiga, misalnya: pilihan
peraturan perundang-undangan, kebijakan penanganan oleh polisi atau aparat penegak

hukum lainnya, perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan (institutional treat-
ment).®

Tentu bukan porsi tulisan ini untuk membahas faktor-faktor tersebut satu demi
satn. Walaupun demikian, ingin diungkapkan di sini, bahwa latar belakang kenakalan
anak tersebut sangat multiaspek. Kenakalan anak adalah fenomena universal, yang
dilakukan baik oleh anak-anak dari keluarga berpenghasilan menengah ke atas, maupun
menengah ke bawah, di negara maju, sedang berkembang, dan miskin. Dengan
demikian, adalah keliru apabila kita mengartikan kenakalan (jadi, termasuk tindak
kekerasan) pelajar SLTA di sini hanya terbatas pada tawuran saja, tetapi juga.l'.larus
diartikan secara lebih luas, seperti kebut-kebutan dengan kendaraan roda empat di jalan

—_— . . :
6) Bandingkan dengan: Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalars Huvkum, Jakarta
LP3ES, 1983, him. 11—12.

69



ps
ERA HUKUM No 3/ TH 1/ 10

¢ ini kadangkala Justr lebik diﬂﬂlklif ditinjg,, o
s kita dalam jangka panjang.”

plcks terscbut, maka P"'"’bﬂhasan dan

la melibatkan berbagal sudut pandang Ady
perpendapat, bahwa kenakalin anak dapat dj a:asi o
rat buat pelakunya. Metade “potong kompas sepert o
n kila menghadapi permasalahan ini.

alan yang terakhi

mber days manus

faktor yang kom
harus pu

raya. Tipe kenak
pembangunan su

Karens faktor- ’
masalah kenakalan anak in1
utopia semata apabila ada yang
menjatuhkan hukuman yang be

justru menunjukkan kebingunga

TIF YURIDIS KEN .
- Pfinls:cﬁ:fma yang periu dibicarakan berkenaan dengan sudut pandang yurigis
a

i adalah tentang masalah pertanggungjawaban. SejaUhqmana analk yang berperitay,
o pang ini dapat dimintai pertanggungjawavernye:

" D:lam hal permintaan pertanggungjawaban (pcnuntut:n) terhadap Seseorang.
ilmu hukum (pidana) tidak mem punyai Pa“’k_a" umur tcrfcnm' k:cara umum ukuranny,
adalah keadaan dan kemampuan psikologis. S.n'eseorang dln-yata n mampu bmnggUHg
jawab (toerekenin gsvathaar) apabila keadaan !nfvanya: (.1) tldfi.k t"BTEF-‘l.ﬂgng oleh penyakit
baik yang kronis maupun lemporer, (2) tidak idiot atau imbesil, (3) tidak dalgm keadaap
terkejut, terhipnotis, amarah yang meluap-luap, pengaruh bawah sadar, .S:feepwa[king’
mengidam, dan scbagainya, dan kemampuan jiwanya dapat: (1) menyadari hakikat darj
tindakannya, (2) menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akap
dilaksanakan atau tidak, (3) dapat men getahui ketercelaan dari tindakannya. Dari urajan
ersebut jclas bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dap
kemampuan jiwa (geestelifke vermogens) dan bukan pada keadaan dan kemampuan
berpikir (verstandelijke vermogens) dari seseorang,”

7) Tepat kiranya apa yang diungkapkan oleh Soerjanto Poespowardojo, bahwa dampak pembangunap
ckonomi periama-tama terlihat dalam perubahan gaya hidup modemn yang lahiriah sifatya, yang
makin konsumtil, mewah, dan materialistis. Perubahan ini merupakan kejadian umum, yang
mecluas sampai ke pelosok dan memasuki semua lapisan masyarakat. Dikatakan, gejala yang
menonjol adalah yang kaya menampilkan diri secara berlebih-lebihan, sedang yang tidak mampu
memaksakan diri unluk mengikuti arus dengan segala konsekuensinya. Gaya hidup modem
mencenminkan gengsi dan kedudukan sosial di masyarakat. Manusia merasa lebih terangkat dan
tcrhonpal melalu segi having-nya ketimbang being-nya, Proses perubahan ini bukan saja karena
faklo'r internal seperti kebutuhan, kemampuan, kecenderungan peradaban dan selera masyarakat,
tetapi karena faktor struktural seperti kuatnya pengaruh media komunikasi dan gencamya
produsen memporkenalkan komoditiny dengan memanfaatkan iklan, Lihat lebih lanjut

“Dempak Pembangunan Ekonomi Terlih: s ber
199, him. 12, onomi Terlihat dalam Perubahan Lahitiah,” Kompas, 2 Desem

SR Signluri, Asas-usay Hikunt Pldana i
Alumni Ahacm-Pelehaem, 1986,

] .
) Indonesia dan Penerapannya, Cet. ke-2, Jakard
hlm. 249—250. Bandingkan pula dengan Pasal 44 KUHP.
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Dinyatakan dalam Pasal 45 Kiigp Undang-

- hal penuntutan pidana terhadap orang yang b

3 :h 1 tahun, maka hakim dapat memutugkan agar
W lda orang fua, wali, atau pcmc]iharanyn, tanpa p

kepd rintah, tanpa pidana apapun, sampai batag USi
pf:‘r:t iercantum dalam Pasal 45 dan 46 KURPy, ,

h). Jan pokok dikurangi sepertiga ¥
pl

Undang Hukum Pidana (KUHP),
clum cukup umur, yang berusia di
.Y""S bersangkutan: () ) dikembalikan
\dana apapun, (2) diserahkan kepada
a anak itu 18 tahup (dengan syarat-
fau (3) dipidana dengan maksimum

Kriteria “‘cukup umur” di sini sebenarnya adalah kriteria hukum materiil, tepatnya

erasal dari hukum perdata materiil, yang kemugjan masuk ke dalam hukum pidana

ateriil Kriteria “cukup umur” (dewasa) saat in; telah ada kesatuan pendapat, yaitu

1 tahun. Pedoman untuk itu antara lain mengacu pada Pasal | Ayat (2) Undang-Undang
No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.'9 Kemudian dapat pula ditilik

pasal 6 Ayat ( 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya,
untuk masing-masing golongan penduduk mempunyai kriteria “cukup umur” tersendiri.
Untuk golongan Bumiputera mengacu ke S. 193] No. 54 dan untuk golongan Eropa
berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, untuk mereka yang “belum cukup umur” yang dalam terminologi
hukum pidana disebut minderjarig, dari segi penuntutan (hukum acaray tetap dapat

dgimintakan pertanggungjawabannya. Bagaimana kadar kemampuannya, diserahkan

kepada hakim untuk menilainya.
At

Pasal 45 KUHP menyebutkan usia 16 tahun. Redaksi pasal tersebut memang
dapat disalaharitkan, bahwa seolah-olah usia cukup umur (dewasa) dalam hukum pidana
adalah 16 tahun. Padahal, usia 16 tahun ini hanyalah untuk ukuran pemidanaan, sehingga
bagi yang telah berusia 16 tahun (pada saat tindak pidana dilakukan) dapat dikenakan
ancaman hukuman (pemidanaan) penuh sebagaimana orang dewasa. Jika Pasal 45
KUHP ite dijadikan ukuran, berarti bagi pelajar SLTA yang melakukan tindak
kekerasan, selalu dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Bahkan, sebagian dari usia
ria-rata pelajar SLTA kita (15 s.d. 18 tahun), dapat dikenakan pemidaan penuh.

Menilik rentang usia anak yﬁng duduk di SLTA, dihubungkan dengan jenis tindak
pidana yang ada, maka pada dasarnya segala jenis tindak pidana mungkin untuk mereka
lakukan, Hanya saja, apabila ingin dikaitkan dengan aktivitas mereka sebagai pelajar,

\\'M_

9 Bandingkan dengan Surat Fdaran Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung No. P-1/20 tanggal
30 Maret 1951, yang menjeloskan, bahwa penjahat anak-anak adalsh mereka yang menurut

m h'fk"m Pidana melukukan perbuntan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun.

) Lihat kembali catatan kaki No. 2.
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g sangal mungkin dilakukan mereka antara lajy
ymum, misalnya dengan membuat coreta, adalg),
umum, ikut dalam perkumpu]an {gang) yang bermon ady
rhadap keamanan umum, seperti merusak/merubah tand:&an
g membahayakan nyawa atau keschatap lal,,
penguasa umumm, misalnya dengan membuat Pengadunorang‘
tu tempat telah terjadi perkelahian antarpelajar, (4) kcja:alsu
terhadap kesusilaan, misalnya mempertunjukkan gambar-gambar porno di muka atan
pemerkosaan, perzinahan dengan pria/wanita yang telah menikah/di bawap ;Tlum,
menganjurkan atau melakukan aborsi, (5) penganiayaan, {6) pencurian, (7) pem Mur,
dan pengancaman, (8) perusakan barang, terutama sarana telepon umum, (9) pelan
buk-mabukan dengan mengancam orang yang lcwagt‘g::n
u

keamanan umum, seperti ma
schingga mengganggu keleluasaan orang lain berjal
aan‘

tindak pidana yan

maka
terhadap ketertiban

(1) kejahatan
SARA di tempat-tempal

xriminal, (2) kejahatan i€

lintas, jual beli barang-barang yan
(3) kejahatan terhadap

pada polisi, bahwa di sua

bergerombol di jalan,
(10) pelanggaran ketertiban umum, seperti membuat gaduh (bermain gitar) dj
1 malam,

hari, sehingga mengganggu tetangga, (11) pelanggaran terhadap kesusilaan
u bernada porno di muka umum, ikut serta dalam pel_mah;a;e[-aem
Judi,

menyanyikan lag
gambar porno di tempat lalu lintas umum.

mempertunjukkan gambar-
Tentu saja tidak semua tindak pidana di atas merupakan tindak kekeras
an. Dj

a.ntara tindak-tindak pidana tersebut, yang menarik untuk dibahas lebih jauh
tmdal.tan berupa agresivitas kolektif, seperti tawuran. Menurut Mulyana “;] X adalah
agreswilas kolektif secara sederhana dapat dikelompokkan sebagai bentulé usumah,
olch kelompok yang bersifat instrumental, dalam arti mempunyai tujuan-tuj kekerflsan
Luar kekerasan itu sendiri atau dilakukan untuk memenuhi kautuh::u;l mz:;{esu?n ain
k:;ult:’;::‘:l‘fk:;:zﬁin]otleh kelompok yang .be.rsifat ekspresif sebagai Pemua::l:ezxtaur;
P erka ;r;l .yang ada. Agresivitas kolektif’ sebagaimana diperlihatkan
demikian pula haln;a deiga;ageamnizlller:zzio; anak leblih cenderung bersifat ekspresif,
acara k : _ angguan ketertiban oleh kelon
kolekti:r;amn:lir:zni;eltap] yang tera!(hir ini amat terbuka untuk menjadilfgrt:ii]i?z
orta bonda Korban 1! strumental ketika perusakan dibarengi pula oleh

orban, perampasan

Dalam agresivitas kolekti
_ ektif berupa ta
tindak pidana : wuran, sangat mungkin untuk meni
kekerasan ini ;Zzgzmay@ (bera.t) dan/atau pembunuhan. Dalam dua tine;s::b':l:lkm
: ya perbuatan itu tidak berdiri sendiri. Artinya, si korb D s
' » rban atav yang

11) Mulyana W.-K " ) .
b g ."Kusumah, “Kejahatan Oleh Kelompok Berusia Muda,” X
a," Kompas, 15 Juni 1989,
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han dan penanggulangann ifat ekspresif semata, maka
pencegd . Y& pun harus me .
yang ingin mereka ekspresikap. Kebutuhan wperhatikan kebutuhan-kebutuban

-kebutuhan ity tentu s i
& angat beragam, tetapi
pada prinsipnya adalah kebutuhan mereka untuk diperhatikan, untuk diaknyi eks%itensinyi

Dalam kelompok itu, pelajar tersebut lalu meraga dapat mengaktualisasikan dirinya. Di
sisi lain, dengan prestasi belajar yang kurang menonjol, menyebabkan dirinya tidak

terlalu dekat dengan guru-gurunya. Hal inj membuatnya tidak mempunyai kewajiban

untuk “membuat bangga” para gurunya (juga orang tua) sebagaimana yang senantiasa
diupayakan oleh pelajar berprestasi.

Dengan sistem nilai abnormal yang mereka anut itu, peran hukum justru sering
menjadi kontraproduktif. Seorang pelajar yang pemnah ditahan di kantor polisi, misalnya,
justru merasa bangga dibandingkan dengan pelajar lain (dalam kelompoknya) yang
belum merasakan pengalaman demikian. Pendeknya, semakin banyak pengalamannya

berurusan dengan aparat hukum, semakin meningkatkan reputasinya di mata rekan-
rekannya.

Dengan begitu — sekali lagi — hukum (pidana) sudah seharusnyzi berdiri pada
barisan belakang sebagai u/timum remedium dalam penanggulangan tindak kekerasan
pelajar SLTA ini.. Walaupun demikian, apabila kita membicarakan hukum sebagai
sarana pencegahan, maka hukum sedapat mungkin berdiri di depan. Hukum harus berdiri
di depan fakta, bukan sebaliknya (het recht hinkt achter de feiten aan).

Jika dikatakan hukum berdiri di depan, maka hukum itu menjadi sarana untuk
merekayasa (dalam makna positif) para generasi penerus tersebut agar berperilaku
konstruktif, Hanya saja, kita perlu berhati-hati karena bagaimanapun norma hukum
selalu bersifat membatasi gerak manusia. Terlalu banyak aturan dan larangan terhadap
anak-anak ini, malahan dapat berdampak tidak edukatif. Tentu masih segar dalam
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£

0.0 ada --pcnggaﬂ)‘a"ga"" terhadap segala S€suat, Yan
1960:2 herambut gondrong. celana ketat, sepaty bite/, s
n rh:dap anak-anakK kita'itu justru merupakan Peruny; n

\ita (orang dewasa) sendiri. Tanpa aturan can largng,,, -
. tu akan hilang dengan sendinnya. Coryypy o -
sesaat : - preakdance tahun 1980-an '

a. tatkala tahun
ermasuk laranga
dan larangan t¢

ingatan kit

berbau Barat, !
scbagainya. Aturan
n sifat kckanak-kanaka .
a “mode .
dapat diliha i |
nyebab kenakalan anak ini justru lebih banya bersi_ra:

han yang dibuat oleh sarana hukum itupun biasany, fiday
2:1 pok;)k persoalan. K atakanlah, faktor transportas; Y2ng tidy

kan salah satu penyebab kenakalan mereka, maka untuk jp,
. a § i (ri=th % e
m-cmadal mc":‘P eraturan pcmndang'unda"gan Ly bnt'za.ng Undang 0. 14
dibentuk sua{'-l ::ng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang isinya dapat dikata,p
Tahun 1991 ten ertib berlalu lintas). Dengan perencanaan demikiap

» t agar t
“ kayasa’ masyaraka .
Ee hyk m telah menjalankan perannya sebagai sarana pencegahan kerakalan anak.
berart! huku : : i i :
Harus diakui, bahwa perencanaan hukum kita masih amat jauh tertinggy|.
arus ,

ui fakta, mengikuti fakta saja masih bell'.lm sepenuhnya berhasi]
Contoh yang paling konkret dalam hal ini 'adalah keterbengkalau'm-RUU Peradilan Anak_
yang nota bene sudah selesai disusun sejak tahun 1967. Saat ini penanganan Masalah
gacu ke sejumlah peraturan perundang-undangan produk ko! onial,

da _
dengan sendirny

pernyataan terakhir ini
Mengingal faktor-faktor pe
nonyuridis, maka penceg
secara langsung menyentu

Jangankan mendahul

anak ini masih men .
seperti Pasal 45—47 KUHP, Dwangopvozdingsregeling (Peraturan tentang Pengasuhay

Anak-anak dengan Paksa, S. 1917 No. 741), Burgerlijke Kinderwetgeving (Peraturap
Perundang-undangan Perdata Anak, S. 1927 No. 31). Beberapa produk hukum nasiong]
yang melengkapi, dapat disebutkan di sini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aczara
Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP ini sendiri memang tidak terdapat ketentuan
mengenai acara bagi perkara dengan terdakwa anak-anak. Hanya dalam Pasal 153
Ayat (3) dinyatakan, bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka
sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan
atau terdakwanya anak-anak. Dengan perkataan lain, untuk perkara dengan terdakwa
anak-anak, sidang berlangsung tertutup, tetapi hukum acaranya mengikuti hukum acara
untuk terdakwa orang dewasa.

Di samping itu terdapat pula sumber hukum lain, seperti Surat Edaran Jaksa
Agung pada Mahkamah Agung No. P-1/20 tanggal 30 Maret 1951 yang ditujukan
kepada semua kepala kejaksaan pengadilan negeri,'” Surat Edaran Mahkamah Agung

12) :aat ini telah ada perubahan struktur organisasi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung yang
erbeda dengan masa tahun 1951 tersebut,
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perkara pidana di muka sidang pengadilan
put not least, sumber hukum yang tidak kal i

Negeri Jakarta Utara No. 200/Pid/79/UT/T ol.,

. , yang majelis hakimnya diketuai oleh
Hakim Bismar Siregar dengan terdakwa Herman Yanto (14 tahun). Putusan Bismar ini
patut dijadikan pedoman bagi para hakim, mengingat putusan tersebut benar-benar

memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan (Gerechtigkeif) dan kemanfaatan

(Zweckmassigkeil), tetapi sekaligus juga tidak mengabaikan kepastian hukum
(Rechissicherheit).')

Semua sumber hukum tersebut, baik di bidang hukum materiil maupun formil,
praktis “sudah memadai”. Apabila ada urgensi saat ini, adalah berkaitan dengan
keberadaan Undang-Undang Peradilan Anak, Memang, menurut Pasal 10 Ayat (1)
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan:
(1) umum, (2) agama, (3) militer, dan (4) tata usaha negara, Secara intern, dalam
peradilan umum dapat ditunjuk hakim anak untuk mengadili perkara-perkara anak.
Hakim-hakim anak ini bukanlah hakim khusus, karena di samping menangani perkara-
perkara anak, jugﬁ menangani perkara biasa.

Peradilan anak bukanlah peradilan khusus, seperti peradilan atas tindak pidana
ekonomi, subversi, korupsi, dan lalu lintas. Keempat peradilan khusus itu sudah
ditentukan pengkhususannya dengan undang-undang tersendiri, sebagaimana disyaratkan
oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Peradilan anak, walaupun sudah
diamanatkanoleh Undang-Undang No, 14 Tahun 1970 itu, belum merupakan peradilan
khusus, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menentukan demikian.

13} Herman Yanto didakwa melakukan pembunuban. Salah satu penyebab perbuatannya adalzh
karena pengaruh negatif dari film yang ditontonny, Karena dianggap belum mampu bertanggung
jawab, Herman tidak dijatuhi hukum pokok dan diserahkan kepada pemerintah scbagai anak
negara, dengan catatan peinksanaannya dipercayakan kepada kelua_rga Soelmarno .(Kelua
Pelaksana Badan Sensor Film) di bawah pengawasan Bispa. Tuduhan seiebihnya, dikesampingkan,
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- . dalam praktik, hampi tidek ditemnukan masalah berarj g,
Sekalipun b*:sr!d a.kwa - ceanak” Masalah yang slelama ini t1.mbu| tebih banyay
;x-nd.ilan tcrhadﬂp: 1tas sebelum dan setelah peradilan, sepcrtf ketiadaan
berkaitan dengan fast k-anak terpaksa ditahan dalap, satﬁ

ah kh - k Sehill ga ana
anan usus llnmk anak anak, E i : ahan
f d gan orang dewasa. Demikian pu]a, Setclah anak anak 1tu dladlll n dij :
ruangan en da

tidak tersedia lembaga pemasyarakatan khusus untu: mereka. Pen
i : -
dewasa jelas akan berdampak negatif dan menyulitkan N,

anjut.

hukuman,
saht ruangan dengan orang

: lebih |
pembinaan mereka ' ok sebagai te
Mengingat perkara yang melibatkan anak-an © anya sangatla,

kasuistik, maka peranan hakim dalam hal ini jugﬂ' amat mer'1entukan, yakni sejaul, Mana

L ; L itu telah diberikan. Artinya, walaupun dilih .
perlindungan kepentingan ana . . o at day
kriteria usia, misalnya, scorang pelajar SLTA itu telah melebihi 16 tahun, hakim tetap
perlu mempenimbangkan masak-masak tenta-ng _latar belakang- l?elaku sebelup
menjatuhkan bentuk dan lama pemidanaan. Hakim tldak' boleh berpikir terlaly legistis
karena dengan demikian ia justrt akan memperkosa tujuan hukum. Apapun pytye,,
hakim, kepentingan anak-anak (pelajar) itu harus diletakkan pada tempat utam. Hal
ini senada dengan bunyi Pasal 3 Conventioh on the Rights of the Child yang telap
diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kriteria 16 tahun hanyalah kriteria yudiris formal. Aspek-aspek psikologis,
sosiologis, dan kultural berpengaruh besar dalam menentukan derajat kemﬂmpuannya
untuk bertanggung jawab. Hakim sebaiknya selalu meminta pendapat para ahli,
khususnya psikolog, setiap kali ia menangani perkara yang terdakwanya anak-anak_
Juga, dalam hal ini lembaga Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa),
dengan social workers-nya, dapat berperan banyak dalam membantu hakim.

Jika berbicara tentang upaya pencegahan, kiranya akan lebih efektif bila
dilakukan melalui pendekatan informal. Memang, selama ini tidak sedikit upaya yang
.lc!ah dan terus dilakukan Polri dan Pemda untuk menangani masalah kenakalan anak
ini, baik berupa upaya preventif (balkan, pre-emptif) maupun represif. Upaya-upaya
tersebut tentu perlu disambut positif, namun satu hal yang paling penting adaiah

14} Pencgasan ini ant i . . |
dimuat dalam; “Pr?;?iiImlzlcldl'i]dmpmkan oleh Hakim Agung H. Martina Notowidagdo SePer?
Stuara Pembariqy 23% Nidanaan Anak Jangan Terlaly Lama Dipisahkan dari Orang Tua,
Soekito, Op. Cir, f;hn Mkfﬂb'cr 1991, him. 9, Sebaliknya, Hakim Agung Sri Widoyati Wiratmo
untuk mEmcriks; peri(arf; ’:LﬂEalakan, bahwa pada umumnya, para hakim yang khusus ditunjulf
untuk meneruskan cary ni t?crpendapal, bahwa tidak dapat dipcrtanggungjawabkan [agi
sudah, sebab keada @ mengadi]i anak scbagaimana telah dijalankan pada waktu yang sudab-

an demikian dirasnkan tidak adil terha dap anak P
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m.,,dinasi al'lbiill'\f’adnll terkait, misalnya anigra wadah-w
gadan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja “l:)ﬂh formal, seperti Bispa,
(Bakl‘flanlik)' dan Bffdan Pembina K B:Kc"}’mﬂhgunaan Narkotika
erakhif apa yang disebut Kelompok Sadar Keaman S). Sekolah Kedim,' dan
.dar Kamtibmas).'® Di sisi lain, a

po ”
Elcngan segala independensi dan fleksibili M juga perly diikutsertakan, sebab

nanyak untuk mencegah dan menanggulangi kenaka

1 lajar SLTA). Melaluj
Ji kalangan pelaj elalui LSM yang ber o
. : gerak di bid i
ra pelajar dapat aktif menyalurkan dinamika masa mudanya li: :l:ngp: :n”;bmaan a‘narli:
, ngurangi arti

-0 Jembaga-lembaga lain, sepertj Pa]
penting » Seperti Palang Merah Remai : .
" Karang Taruna. maja, Pramuka, Remaja Masjid,

[v. PEN UTUP

Seba-ga'i penutup tinjauan singkat ini, tidak akan dibuatkan suatu kesimpulan
atay saran. Di sini hanya dikutip satu rangkaian kata-kata indah dari Kahlil Gibran yang

sudah sangat dikenal, sekadar sebagai rénungan. Kahlil Gibran berpesan melalui
jawaban seorang Gury:'®

“Anakmu bukan milikmu. Mereka putera-puteri Sang Hidup yang rindu pada diri
sendiri. Lewat engkau mereka lahir, namun tidak dari engkau; Mereka ada padamu,
tetapi bukan hakmu. Berikan mereka “asih-sayangmu, tapi jangan sodorkan bentuk
pikiranmu; Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri, Patut kauberikan rumah
untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya; Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah
masa depan; Yang tidak dapat kaukunjungi, sekalipun dalam impian. Kau boleh
berusaha menyerupai mereka; Namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab
kehidupan tidak pemah berjalan mundur; Pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah
busur, dan anak-anakmulah, anak panah yang meluncur. Sang Pemanah mahatahu
sasaran bidikan keabadian; Dia merentangmu dengan kekuasaan-Nya; Hingga anak

]
15) Sekolah Kodim ini diselenggarakan oleh Bakorstanasda Jaya untuk menampung dan mendidik
secara khusus siswa SLTA yang dianggap berperilaku menyimpang di lingkungannya.
16) Wadah Pokdar Kamtibmas baru-baru ini dibentuk dibentuk di kalangan pelajac SLTP dar.\ S[:TA
Jakarta Utara yang salah satu programnya adalah mengikuti penata:fan-penalamn dari Polri. Lihat:
"Kelompok Sadar Kamtibmas di Kalangan Pelajar Dicanangkan,” Merdeka, 5 November 1994,

hlm. 2, . .
17 Initerutama bagi para pelajar yang, usianya lebih dewasa (17—18 tahun). Dalam kegiatan LSM itu

: T i i k-anak.
mereka, misalnya menjadi sukarelawan pembina narapldaqa ana .
18) Kahlil Gibran, Sang Nabi, diterjemahkan oleh Sri Kusdyantinah, Cel. ke-6, Jakarta: Pustaka Jaya,

1988, him. 22--24.
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a cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam
rentangan
tan

panah itu melesat, jauh sert
ihi anak panah yang melesat laksana kilat: Seba
Baima,

Sang Pemanah; Sebab Dia mengas!
pula dikasihi-Nya busur yang mantap.”
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